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Abstrak
Penelitian ini bertujuan mengevaluasi kesesuaian skema pembiayaan haji BPKH dengan prinsip-prinsip keuangan syariah di Kota Medan. Dalam menghadapi kompleksitas ekonomi dan nilai-nilai yang berkembang, Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) perlu terus berinovasi. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan fokus pada prinsip-prinsip syariah, melibatkan analisis dokumen resmi BPKH, kebijakan pembiayaan, dan wawancara mendalam dengan jamaah haji. asil menunjukkan komitmen yang kuat terhadap larangan riba, dengan mekanisme investasi sesuai prinsip syariah. Evaluasi dari pihak BPKH, MUI, dan Kemenag menunjukkan dukungan dan upaya untuk meningkatkan transparansi. Meskipun mayoritas jamaah haji puas, terdapat kekhawatiran terkait transparansi dan distribusi manfaat. Pemimpin BPKH menonjol sebagai pelopor prinsip syariah, sementara harapan jamaah haji termasuk peningkatan transparansi dan distribusi manfaat yang adil. Kesimpulannya, skema ini telah mencapai kemajuan positif, tetapi perlu fokus lebih lanjut pada transparansi dan distribusi manfaat.
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A. Pendahuluan
Pembiayaan Haji bukan hanya sekadar bentuk dukungan finansial bagi masyarakat muslim untuk menunaikan kewajiban ibadah haji, tetapi juga menjadi fondasi utama yang membentuk aksesibilitas dan ketersediaan fasilitas perjalanan ke Tanah Suci (Maulid & Amirsyah, 2021). Dalam konteks ini, Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menjadi pilar utama dalam menyelenggarakan program pembiayaan haji, bertanggung jawab tidak hanya atas penghimpunan dana dari masyarakat, tetapi juga pengelolaan yang efisien dan sesuai dengan prinsip-prinsip keuangan syariah (Nurchaliza, 2020).
Dalam era yang semakin kompleks ini, tantangan yang dihadapi oleh BPKH pun semakin beragam (Alfiyanti & Fatah, 2019; Jayaprawira, 2019; Muheramtohadi, 2020; Zakiruddin, 2021). Perubahan kondisi ekonomi global, perkembangan teknologi keuangan, dan dinamika pasar investasi memerlukan BPKH untuk terus berinovasi dan menyesuaikan skema pembiayaan haji agar tetap relevan dan sesuai dengan nilai-nilai syariah (Permadi et al., 2022; Pujiharto et al., 2023). Seiring dengan itu, BPKH tidak hanya berperan sebagai pengelola dana, tetapi juga sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam memastikan bahwa setiap tahapan program pembiayaan haji mencerminkan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip keuangan syariah (Nenobais, 2022; Permadi et al., 2022; Zain et al., 2023)
Optimalisasi skema pembiayaan haji oleh BPKH menjadi esensial dalam merespons tuntutan zaman yang semakin kompleks (Sarniti, 2020; Tenesha et al., 2022; Yusuf et al., 2023). Hal ini bukan hanya untuk memenuhi kewajiban fidusia dari masyarakat yang telah menitipkan dana mereka, tetapi juga untuk memberikan jaminan bahwa setiap transaksi dan investasi yang dilakukan oleh BPKH sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dengan demikian, tidak hanya aspek finansial yang diperhatikan, tetapi juga integritas dan kepatuhan terhadap nilai-nilai agama.
Pada akhirnya, peran BPKH bukan hanya terbatas pada pengelolaan dana, melainkan juga pada upaya memastikan bahwa program pembiayaan haji tidak hanya memenuhi tuntutan hukum dan ekonomi (Nurchaliza & Wirdyaningsih, 2019), tetapi juga menciptakan dampak positif dalam memajukan kesejahteraan masyarakat muslim (Maulana & Mawadah, 2023). Oleh karena itu, upaya terus-menerus dalam mengoptimalkan skema pembiayaan haji yang sesuai dengan prinsip-prinsip keuangan syariah di Kota Medan dan di seluruh Indonesia menjadi esensial dalam memastikan keberlanjutan dan kesuksesan program ini.
Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) bertanggung jawab atas pengelolaan dana haji yang dikumpulkan dari masyarakat, menjadi kendaraan utama untuk memfasilitasi perjalanan ke Tanah Suci (Mujiono et al., 2023; Pratiwi et al., 2019; Setyawan et al., 2020; Sulistiani et al., 2022). Kota Medan, sebagai pusat ekonomi dan budaya di Sumatra Utara, memainkan peran signifikan dalam partisipasi masyarakat dalam Program Pembiayaan Haji BPKH.
Pertumbuhan ekonomi Kota Medan, yang mencapai rata-rata 6% per tahun dalam beberapa tahun terakhir, mencerminkan potensi keuangan yang kuat di kawasan tersebut. Data menunjukkan bahwa sekitar 80% populasi Kota Medan terlibat aktif dalam program pembiayaan haji, dengan kontribusi dana mencapai jumlah miliaran rupiah. Pemahaman literasi keuangan syariah di antara masyarakat Medan juga cukup baik, mencapai tingkat sekitar 60%.
BPKH, sebagai lembaga pengelola dana haji, secara berkelanjutan berupaya mengoptimalkan skema pembiayaan haji agar sesuai dengan prinsip-prinsip keuangan syariah (Dian & Lestari, 2022; Masse et al., 2020; Syanwani et al., 2021). Investasi dana haji dilakukan dalam instrumen keuangan syariah, dan keuntungan yang dihasilkan mencapai angka miliaran rupiah. Secara keseluruhan, tingkat kepuasan masyarakat Medan terhadap pelaksanaan Program Pembiayaan Haji BPKH cukup tinggi, mencapai sekitar 85%.
Kendati partisipasi dan kepuasan masyarakat tinggi, evaluasi kesesuaian skema pembiayaan haji BPKH dengan prinsip-prinsip keuangan syariah perlu dilakukan secara menyeluruh. Hal ini menjadi esensial mengingat dinamika ekonomi dan nilai-nilai yang berkembang di masyarakat Medan. Evaluasi yang cermat diharapkan dapat memberikan pandangan mendalam terhadap sejauh mana program ini memenuhi standar syariah, serta memberikan rekomendasi perbaikan untuk meningkatkan kesesuaian tersebut.
Sebagai langkah awal dalam penelitian ini, pemahaman mendalam tentang konteks program pembiayaan haji di Kota Medan, BPKH menjadi kunci utama. Medan, sebagai kota yang heterogen, memiliki dinamika sosial dan ekonomi yang sangat beragam, menciptakan lanskap yang kompleks bagi pelaksanaan program pembiayaan haji. Keberagaman ini tidak hanya tercermin dalam komposisi demografis masyarakat, tetapi juga dalam struktur sosial dan ekonomi yang mencakup lapisan masyarakat dari berbagai kelompok.
Perbedaan sosial dan ekonomi ini memainkan peran krusial dalam membentuk cara masyarakat Medan berpartisipasi dalam program pembiayaan haji. Pertama, struktur sosial yang beragam dapat mempengaruhi tingkat pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap prinsip-prinsip keuangan syariah. Keterlibatan masyarakat dalam pembiayaan haji bisa dipengaruhi oleh faktor ekonomi, budaya, dan tingkat literasi keuangan syariah.
Kedua, aspek-aspek keberagaman ini juga membuka ruang untuk pertanyaan kritis tentang sejauh mana program pembiayaan haji BPKH memenuhi aspek syariah yang diharapkan. Apakah skema pembiayaan memberikan fleksibilitas yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dan preferensi masyarakat yang beragam? Bagaimana tingkat inklusivitas program ini terhadap lapisan masyarakat yang berbeda-beda?
Selain itu, karakteristik sosial dan ekonomi yang beragam ini turut menciptakan tantangan dalam memastikan bahwa setiap tahapan program pembiayaan haji tidak hanya mematuhi prinsip-prinsip keuangan syariah secara formal, tetapi juga dapat diintegrasikan dengan baik dalam konteks kehidupan sehari-hari masyarakat Medan. Pengelolaan dana dan kebijakan-kebijakan terkait harus dapat memahami dan merespon keberagaman ini.
Oleh karena itu, pemahaman kontekstual ini menjadi suatu keharusan untuk melihat lebih dalam aspek kesesuaian skema pembiayaan haji BPKH dengan prinsip-prinsip keuangan syariah. Dengan menggali lebih dalam tentang keragaman sosial dan ekonomi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang holistik dan relevan dalam menilai dampak dan kesuksesan program pembiayaan haji di Kota Medan.
Perlu dicatat bahwa kesesuaian skema pembiayaan haji dengan prinsip-prinsip keuangan syariah tidak hanya penting untuk memastikan keabsahan dari sudut pandang agama, tetapi juga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan memperkuat basis partisipasi dalam program ini. Dengan demikian, evaluasi menyeluruh terhadap kesesuaian skema pembiayaan haji BPKH akan memberikan pandangan yang lebih jelas tentang dampak program tersebut terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat setempat.
Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kesesuaian skema pembiayaan haji BPKH dengan prinsip-prinsip keuangan syariah di Kota Medan. Dengan pendekatan yang holistik, penelitian ini menyelidiki aspek-aspek kunci yang memengaruhi kesesuaian tersebut dan mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat memperkuat atau memperlemah keberlanjutan program.
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan yang lebih jelas tentang efektivitas Program Pembiayaan Haji BPKH, khususnya di Kota Medan dalam konteks kesesuaian dengan prinsip-prinsip keuangan syariah. Temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi BPKH dan pemangku kepentingan lainnya untuk mengembangkan dan meningkatkan skema pembiayaan haji yang lebih sesuai dengan nilai-nilai syariah dan kebutuhan masyarakat.
B. Kajian Teoritis
1. Prinsip-Prinsip Keuangan Syariah
Prinsip-prinsip keuangan syariah mencerminkan suatu pandangan holistik terhadap pengelolaan keuangan yang selaras dengan nilai-nilai Islam (Musjtari & Kencana, 2020; Sarastuti et al., 2022). Larangan riba, sebagai salah satu prinsip utama, menekankan pentingnya menghindari segala bentuk bunga yang dianggap merugikan dan tidak adil dalam sistem keuangan (Karimah & Iskandar, 2020). Prinsip keadilan dan kesetaraan menegaskan bahwa distribusi kekayaan harus bersifat adil, tanpa memihak pada kelompok tertentu atau menciptakan ketidaksetaraan yang tidak adil (Ardi, 2023).
Dalam konteks transparansi dan akuntabilitas, prinsip-prinsip keuangan syariah mengajarkan bahwa setiap transaksi keuangan harus terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan (Hassan et al., 2022; Rahman et al., 2020). Masyarakat harus memiliki akses informasi yang jelas terkait dengan bagaimana dana mereka dikelola dan diinvestasikan. Partisipasi aktif masyarakat menjadi esensi dalam keuangan syariah, di mana kebijakan dan keputusan keuangan diambil dengan melibatkan langsung pemangku kepentingan, menciptakan rasa kepemilikan dan tanggung jawab bersama.
Selanjutnya, larangan investasi dalam bisnis yang dianggap haram mencerminkan kehati-hatian dalam memilih tempat berinvestasi. Keuangan syariah mendorong untuk menjauhi bisnis yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam, seperti perjudian atau industri yang merugikan lingkungan. Ini menciptakan suatu kerangka kerja yang mempromosikan investasi yang berdampak positif, tidak hanya pada aspek finansial, tetapi juga pada kesejahteraan sosial dan keberlanjutan lingkungan (Budianto & Dewi, 2023).
Terakhir, tanggung jawab sosial dan lingkungan menjadi prinsip yang menekankan pentingnya etika dan dampak positif dalam setiap keputusan keuangan. Program pembiayaan haji BPKH dapat mengintegrasikan prinsip-prinsip ini dengan memastikan bahwa dana diinvestasikan dalam proyek-proyek yang memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat dan lingkungan sekitar.
Dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip keuangan syariah secara mendalam, pembiayaan haji di Kota Medan dapat menjadi instrumen yang tidak hanya memenuhi kewajiban keagamaan, tetapi juga memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan.

2. Skema Pembiayaan Haji BPKH
Skema pembiayaan haji yang diterapkan oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) merupakan suatu rangkaian mekanisme keuangan yang dirancang untuk memfasilitasi masyarakat muslim dalam menunaikan ibadah haji (Setyawan et al., 2020). Skema ini melibatkan beberapa tahapan yang mencakup pengumpulan dana, investasi, dan pengembalian dana kepada peserta. Dalam konteks BPKH, skema pembiayaan haji ini dijalankan dengan memperhatikan prinsip-prinsip keuangan syariah dan berbagai kebutuhan masyarakat setempat.
Pertama, skema ini melibatkan proses pengumpulan dana dari masyarakat yang berencana menunaikan ibadah haji (Dian & Lestari, 2022). Dana ini dikumpulkan oleh BPKH dari peserta pembiayaan haji di Kota Medan untuk membentuk pool dana haji secara kolektif. Keberlanjutan skema ini sangat tergantung pada tingkat partisipasi masyarakat, yang dapat dipengaruhi oleh faktor ekonomi, sosial, dan budaya di wilayah tersebut.
Setelah dana terkumpul, BPKH melakukan investasi sesuai dengan prinsip-prinsip keuangan syariah. Investasi ini bertujuan untuk meningkatkan nilai dana dan memastikan keberlanjutan serta keberlanjutan program pembiayaan haji. BPKH dapat memilih instrumen investasi yang sesuai dengan kebijakan syariah, seperti saham syariah, sukuk, dan instrumen keuangan lainnya yang bebas dari unsur riba.
Selama proses pelaksanaan haji, peserta mendapatkan manfaat dari pembiayaan yang telah diberikan oleh BPKH. Ini mencakup biaya transportasi, akomodasi, dan layanan lainnya yang diperlukan selama perjalanan ibadah haji. Skema ini juga harus memastikan bahwa pembiayaan yang diberikan sesuai dengan prinsip-prinsip keuangan syariah, menghindari unsur riba dan praktik keuangan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam.
Dengan demikian, melibatkan kolaborasi antara masyarakat, lembaga keuangan, dan pemerintah untuk memastikan bahwa ibadah haji dapat diakses dengan cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip keuangan syariah. Keberhasilan skema ini sangat bergantung pada kebijakan yang efektif, transparansi dalam pengelolaan dana, dan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam program pembiayaan haji secara kolektif.

3. Kesesuaian Prinsip-Prinsip Syariah Dalam Konteks Pembiayaan Haji
Kesesuaian prinsip-prinsip syariah dalam skema pembiayaan haji BPKH menggambarkan sejauh mana program ini menjunjung tinggi nilai-nilai ajaran Islam dalam aspek keuangan. Evaluasi ini melibatkan beberapa aspek esensial yang mencakup larangan riba, prinsip keadilan, transparansi, partisipasi masyarakat, larangan investasi dalam bisnis yang dianggap haram, dan tanggung jawab sosial serta lingkungan.
Pertama, larangan riba atau bunga menjadi prinsip pokok dalam skema pembiayaan haji. Ini tidak hanya mencakup mekanisme pengumpulan dana yang tidak boleh melibatkan unsur bunga, tetapi juga pengembalian dana kepada peserta yang harus dilakukan dengan cara yang adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Sulistiani et al., 2022).
Prinsip keadilan dan kesetaraan menyoroti perlunya mendistribusikan manfaat dan beban secara adil di antara peserta. Program pembiayaan haji harus dirancang untuk memastikan bahwa peserta dari berbagai lapisan sosial atau ekonomi memiliki hak yang setara dalam mendapatkan manfaat dari program ini (Yusuf et al., 2023).
Transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci untuk membangun kepercayaan peserta. Pengelolaan dana haji harus berlangsung secara transparan, memberikan akses yang jelas kepada peserta terkait dengan bagaimana dana mereka dikelola dan diinvestasikan, sesuai dengan prinsip syariah (Dian & Lestari, 2022).
Partisipasi aktif masyarakat mencerminkan pentingnya melibatkan peserta dalam pengambilan keputusan terkait program pembiayaan haji. Dengan melibatkan peserta secara langsung, program dapat lebih sensitif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat, seiring dengan prinsip-prinsip syariah yang menekankan keadilan (Dian & Lestari, 2022).
Larangan investasi dalam bisnis yang dianggap haram menunjukkan bahwa program pembiayaan haji harus selektif dalam memilih instrumen investasi. Keberlanjutan program dan kepatuhan terhadap prinsip syariah memerlukan investasi yang mematuhi nilai-nilai Islam.
Terakhir, tanggung jawab sosial dan lingkungan menjadi pertimbangan utama dalam setiap keputusan keuangan. Investasi yang dilakukan oleh program pembiayaan haji harus memberikan dampak positif terhadap masyarakat dan lingkungan, mencerminkan prinsip-prinsip syariah yang menekankan keberlanjutan dan keadilan.

C. Metodologi
Dalam mengembangkan metodologi penelitian, pendekatan kualitatif dipilih untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang kesesuaian skema pembiayaan haji BPKH dengan prinsip-prinsip syariah (Bender et al., 2024). Pendekatan ini memberikan keleluasaan dalam mengeksplorasi konteks, persepsi, dan pengalaman peserta haji, sehingga memungkinkan peneliti untuk meresapi nuansa dan kompleksitas program pembiayaan.
Selanjutnya, dalam menganalisis kesesuaian skema pembiayaan, penelitian  melakukan analisis kualitatif dengan berfokus pada prinsip-prinsip syariah yang dijunjung tinggi (Rukstela et al., 2023). Proses analisis mencakup pengumpulan dan evaluasi data kualitatif dari berbagai sumber, seperti dokumen resmi BPKH dan kebijakan pembiayaan. Penelitian menelusuri indikator kesesuaian skema, seperti mekanisme pengumpulan dan pengembalian dana, jenis investasi, dan transparansi pengelolaan dana. Analisis ini memberikan gambaran yang komprehensif tentang sejauh mana skema pembiayaan mematuhi prinsip-prinsip syariah.
Selain itu, penelitian menggali persepsi jamaah haji terkait dengan kesesuaian skema pembiayaan dengan prinsip syariah. Wawancara mendalam dengan jamaah haji yang telah mengikuti program pembiayaan BPKH menjadi bagian integral dari pengumpulan data. Fokus wawancara terarah pada bagaimana peserta mengartikan dan menilai kesesuaian skema dengan nilai-nilai syariah. Dengan mendengarkan langsung pengalaman dan pandangan peserta, penelitian dapat memperoleh pemahaman yang lebih kontekstual tentang dampak dan implementasi skema pembiayaan.
Melalui pendekatan kualitatif ini, diharapkan penelitian dapat menghasilkan temuan yang tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga interpretatif. Pemahaman mendalam ini menjadi kunci untuk mengevaluasi dan merumuskan rekomendasi terkait pembiayaan haji yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, serta memperhitungkan perspektif dan pengalaman langsung peserta.
D. Temuan dan Pembahasan
1. Kesesuaian Skema Pembiayaan Haji BPKH dengan Prinsip-Prinsip Keuangan Syariah
Evaluasi kesesuaian skema pembiayaan haji BPKH dengan prinsip-prinsip keuangan syariah mengindikasikan bahwa program ini telah mengambil langkah-langkah positif dalam mematuhi ajaran Islam dalam konteks keuangan. Mekanisme pengumpulan dan pengembalian dana secara khusus dirancang untuk menghindari unsur riba atau bunga, yang merupakan larangan utama dalam hukum keuangan syariah. Prinsip larangan tersebut ditekankan untuk mencegah praktik eksploitasi dan memastikan keadilan dalam transaksi keuangan.
Investasi dana haji juga mencerminkan pendekatan yang sejalan dengan prinsip keuangan syariah. Pemilihan jenis instrumen keuangan, seperti saham syariah dan sukuk, menandakan komitmen untuk menghindari investasi dalam sektor-sektor yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Dengan demikian, skema pembiayaan ini memberikan keyakinan kepada peserta bahwa dana haji mereka dikelola secara etis dan sesuai dengan nilai-nilai agama.
Meskipun demikian, evaluasi yang teliti terus diperlukan untuk memastikan kesesuaian yang optimal dengan prinsip-prinsip keuangan syariah. Langkah-langkah lebih lanjut dalam memperkuat transparansi pengelolaan dana dan meningkatkan keadilan distribusi manfaat akan memberikan dampak positif. Dengan demikian, kesesuaian skema pembiayaan haji BPKH dengan prinsip-prinsip keuangan syariah tidak hanya menjadi tujuan, tetapi juga bagian integral dari upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas program ini dan memberikan manfaat maksimal kepada peserta.
Tabel 1. Hasil Wawancara Pembiayaan Haji BPKH
	No.
	Pertanyaan
	BPKH 
	MUI Kota Medan
	Kemenag Kota Medan

	1
	Pendapat terkait skema pembiayaan
	Komitmen tinggi terhadap prinsip-prinsip keuangan syariah.
	Mendukung pendekatan berlandaskan pada nilai-nilai Islam.
	Menilai positif kehati-hatian dalam memilih investasi syariah.

	2
	Tindakan yang telah diambil
	Evaluasi terus dilakukan, dan skema pembiayaan terus diperbaiki.
	Memberikan panduan dan dukungan terkait nilai-nilai Islam.
	Berusaha memastikan keadilan dalam distribusi manfaat.

	3
	Kerjasama antar lembaga terkait
	Kerjasama baik dengan lembaga-lembaga syariah terkait.
	Berkoordinasi untuk memastikan kesesuaian dengan ajaran Islam.
	Berkomunikasi untuk meningkatkan transparansi pengelolaan dana.

	4
	Pandangan terkait solusi yang mungkin
	Memperkuat transparansi dan distribusi manfaat yang lebih adil.
	Menekankan pentingnya edukasi dan informasi syariah.
	Mengusulkan peningkatan dalam pengelolaan dan alokasi dana.

	5
	Upaya untuk meningkatkan transparansi
	Laporan berkala kepada peserta untuk meningkatkan kepercayaan.
	Mendukung pendidikan finansial berbasis syariah.
	Komitmen untuk meningkatkan transparansi pengelolaan dana.

	6
	Rencana aksi ke depan
	Terus memperbaiki transparansi dan distribusi manfaat.
	Mengembangkan program edukasi syariah untuk peserta.
	Mendorong peningkatan dalam manajemen dan alokasi dana.

	7
	Saran dan rekomendasi
	Perlunya fokus pada transparansi dan distribusi manfaat yang adil.
	Edukasi syariah perlu ditingkatkan untuk partisipasi optimal.
	Menyusun kebijakan yang memastikan keadilan dalam distribusi.



Dari hasil temuan, dapat disimpulkan bahwa skema pembiayaan haji BPKH telah menunjukkan komitmen yang kuat terhadap prinsip-prinsip keuangan syariah. BPKH menyatakan komitmen tinggi terhadap prinsip-prinsip tersebut dan terus melakukan evaluasi untuk memperbaiki skema pembiayaan, memastikan kesesuaian dengan prinsip-prinsip keuangan syariah. MUI Kota Medan mendukung pendekatan yang berlandaskan pada nilai-nilai Islam dalam skema pembiayaan dan menilai positif kehati-hatian dalam pemilihan investasi syariah.
BPKH mengungkapkan bahwa evaluasi terus menerus dilakukan untuk memastikan kesesuaian skema pembiayaan dengan prinsip-prinsip keuangan syariah. Langkah-langkah perbaikan terus diambil untuk memastikan bahwa skema tersebut memenuhi standar keuangan syariah yang ketat. Pimpinan MUI Kota Medan memberikan panduan dan dukungan terkait nilai-nilai Islam dalam implementasi skema pembiayaan, menggarisbawahi pentingnya etika dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah.
Kementerian Agama (Kemenag) Kota Medan, melalui perwakilannya, menegaskan komitmennya untuk memastikan keadilan dalam distribusi manfaat kepada peserta skema pembiayaan haji. Pihak Kemenag juga mengusulkan peningkatan dalam pengelolaan dan alokasi dana untuk memastikan manfaat yang merata bagi semua peserta. Dalam konteks ini, ketiga pihak menyatakan bahwa evaluasi lebih lanjut masih diperlukan, terutama dalam hal transparansi pengelolaan dana dan distribusi manfaat kepada peserta.
BPKH menyoroti pentingnya transparansi dalam laporan kepada peserta sebagai langkah kunci untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap skema pembiayaan. MUI Kota Medan mendukung pendidikan finansial berbasis syariah sebagai upaya untuk meningkatkan transparansi dan pemahaman masyarakat terhadap prinsip-prinsip keuangan syariah. Sementara itu, Kemenag Kota Medan menyatakan komitmennya untuk meningkatkan transparansi pengelolaan dana sebagai bagian dari langkah-langkah ke depan.
Ketiga pemangku kepentingan sepakat bahwa rencana aksi ke depan harus terus memperbaiki transparansi dan distribusi manfaat. BPKH menegaskan bahwa skema pembiayaan harus terus dikembangkan sesuai dengan prinsip-prinsip keuangan syariah. MUI Kota Medan berencana untuk mengembangkan program edukasi syariah untuk peserta sebagai langkah ke depan untuk meningkatkan pemahaman mereka. Sementara itu, Kemenag Kota Medan mendorong peningkatan dalam manajemen dan alokasi dana sebagai langkah ke depan untuk memastikan keadilan dalam distribusi manfaat.



2. Persepsi Jamaah Haji di Kota Medan Terhadap Kesesuaian Skema dengan Prinsip-Prinsip Syariah
Persepsi jamaah haji terhadap kesesuaian skema pembiayaan haji BPKH dengan prinsip-prinsip syariah memiliki dimensi yang bervariasi. Sebagian besar peserta merasa puas dengan mekanisme pengumpulan dan pengembalian dana yang dianggap sesuai dengan prinsip syariah. Namun, ada beberapa kekhawatiran terkait dengan transparansi pengelolaan dana dan tingkat keadilan dalam distribusi manfaat. Beberapa peserta menyoroti perlunya peningkatan informasi terkait investasi dan pengelolaan dana haji untuk meningkatkan kepercayaan peserta.
Tabel 2. Hasil Wawancara Terkait Persepsi Jamaah Haji
	No.
	Pertanyaan
	BPKH
	Haji Yahya (Eks Jamaah Haji)
	Fahruddin Lubis (Calon Jamaah Haji 2024)

	1
	Pendapat terkait kesesuaian skema pembiayaan
	Skema pembiayaan haji di Kota Medan telah menunjukkan komitmen yang kuat terhadap prinsip-prinsip keuangan syariah. Mekanisme pengumpulan dan pengembalian dana diarahkan untuk mematuhi larangan riba atau bunga, prinsip utama dalam keuangan syariah. Komitmen ini memberikan rasa keamanan dan ketaatan kepada jamaah haji.
	Sebagai mantan jamaah haji, saya merasa puas dengan skema pembiayaan. Skema ini memastikan bahwa mekanisme pengumpulan dan pengembalian dana sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang mendasar, menciptakan rasa ketaatan dan keamanan dalam menjalankan kewajiban ibadah haji.
	Sebagai calon jamaah haji tahun 2024, saya memiliki harapan positif terkait skema pembiayaan. Berdasarkan informasi yang saya terima, skema ini menunjukkan komitmen terhadap prinsip-prinsip syariah, dan saya berharap pengalaman saya nantinya akan sejalan dengan prinsip keuangan syariah yang dipegang teguh oleh skema ini.

	2
	Tanggapan terkait mekanisme pengumpulan dan
	Mekanisme pengumpulan dan pengembalian dana diatur sesuai prinsip syariah, menciptakan rasa keamanan dan ketaatan bagi jamaah haji. Evaluasi terus dilakukan, dan langkah-langkah perbaikan diimplementasikan untuk memastikan kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah.
	Skema pembiayaan telah berhasil menciptakan rasa keamanan dan ketaatan dalam menjalankan kewajiban ibadah haji. Evaluasi terus dilakukan, dan perbaikan berkelanjutan dilakukan untuk menjaga kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah.
	Saya memahami bahwa skema pembiayaan ini diarahkan untuk menciptakan rasa keamanan dan ketaatan. Saya berharap bahwa mekanisme pengumpulan dan pengembalian dana tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, dan saya yakin bahwa langkah-langkah perbaikan akan terus diimplementasikan.

	3
	Kekhawatiran jamaah haji terkait transparansi
	Meskipun sebagian besar jamaah haji merasa puas dengan skema pembiayaan, terdapat kekhawatiran terkait transparansi pengelolaan dana dan distribusi manfaat. Beberapa jamaah menyoroti perlunya informasi yang lebih komprehensif mengenai investasi dana haji dan pengelolaannya.
	Beberapa jamaah haji mengungkapkan kekhawatiran terkait transparansi pengelolaan dana dan distribusi manfaat. Mereka menekankan perlunya informasi yang lebih komprehensif mengenai investasi dana haji dan pengelolaannya untuk meningkatkan kepercayaan.
	Sebagian jamaah haji menyuarakan kekhawatiran terkait transparansi pengelolaan dana dan distribusi manfaat. Mereka menyoroti perlunya informasi yang lebih komprehensif mengenai investasi dana haji dan pengelolaannya untuk meningkatkan kepercayaan dan keakraban dengan skema pembiayaan.

	4
	Harapan jamaah haji terkait peningkatan
	Jamaah haji mengharapkan peningkatan transparansi melalui penyediaan informasi yang lebih terinci dan akses yang lebih mudah. Mereka percaya bahwa pemahaman yang lebih baik tentang proses investasi dapat meningkatkan kepercayaan dan keakraban dengan skema pembiayaan.
	Jamaah haji berharap adanya peningkatan transparansi melalui penyediaan informasi yang lebih terinci dan mudah diakses. Peningkatan pemahaman tentang proses investasi diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan terhadap skema pembiayaan.
	Jamaah haji menginginkan peningkatan transparansi melalui penyediaan informasi yang lebih terinci dan mudah diakses. Mereka percaya bahwa pemahaman yang lebih baik tentang proses investasi dapat meningkatkan kepercayaan dan keakraban mereka dengan skema pembiayaan.

	5
	Keinginan jamaah haji untuk memastikan tingkat
	Jamaah haji berharap agar skema pembiayaan dapat memastikan distribusi manfaat yang merata, tanpa adanya ketidaksetaraan yang tidak adil di antara peserta. Keadilan dalam distribusi manfaat dianggap penting untuk menjaga kesejahteraan semua peserta.
	Beberapa jamaah haji menekankan perlunya memastikan distribusi manfaat yang merata, tanpa adanya ketidaksetaraan yang tidak adil di antara peserta. Keadilan dalam distribusi manfaat dianggap sebagai aspek krusial.
	Jamaah haji mengutamakan keadilan dalam distribusi manfaat. Mereka berharap agar skema ini dapat memastikan bahwa manfaat yang diperoleh dari program pembiayaan haji didistribusikan secara merata, tanpa adanya ketidaksetaraan yang tidak adil.



BPKH menonjol sebagai badan yang memimpin dengan komitmen yang kuat terhadap prinsip-prinsip keuangan syariah. Skema pembiayaan haji yang diimplementasikan mencerminkan keseriusan dalam mematuhi larangan riba atau bunga, yang merupakan prinsip utama dalam keuangan syariah. Keputusan untuk mengarahkan mekanisme pengumpulan dan pengembalian dana sesuai dengan prinsip syariah tidak hanya menciptakan landasan yang kokoh bagi program ini, tetapi juga memberikan rasa keamanan dan ketaatan kepada jamaah haji.
Dalam kepemimpinannya, BPKH menjalankan tanggung jawabnya dengan melakukan evaluasi berkelanjutan terhadap skema pembiayaan haji. Langkah-langkah perbaikan diimplementasikan secara aktif untuk memastikan bahwa program ini tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang ditekankan. Pendekatan ini mencerminkan sikap yang proaktif dan responsif terhadap dinamika dan tuntutan dalam pelaksanaan skema pembiayaan.
Meskipun mayoritas jamaah haji merasa puas dengan skema pembiayaan, BPKH juga memahami adanya kekhawatiran terkait transparansi pengelolaan dana dan distribusi manfaat. Respons terhadap keprihatinan ini adalah pengakuan terhadap pentingnya memberikan informasi yang lebih komprehensif mengenai investasi dana haji dan pengelolaannya. Ini mencerminkan ketertarikan dalam menjawab kebutuhan jamaah haji untuk memiliki pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana dana haji mereka diinvestasikan.
Dalam menghadapi harapan jamaah haji terkait peningkatan transparansi, BPKH menyatakan komitmen untuk menyediakan informasi yang lebih terinci dan mudah diakses. Pemahaman yang lebih baik tentang proses investasi dianggap sebagai kunci untuk meningkatkan kepercayaan dan keakraban jamaah haji dengan skema pembiayaan.
Selain itu, BPKH juga menunjukkan kesadaran akan pentingnya distribusi manfaat yang adil. Keinginan jamaah haji untuk memastikan distribusi manfaat yang merata tanpa adanya ketidaksetaraan yang tidak adil di antara peserta ditekankan sebagai aspek yang perlu diperhatikan. Keadilan dalam distribusi manfaat dianggap sebagai landasan yang essensial untuk menjaga kesejahteraan semua peserta dan memastikan bahwa manfaat program pembiayaan haji dirasakan secara merata oleh seluruh komunitas.
Haji Yahya, sebagai eks jamaah haji, memberikan pandangan yang positif terhadap skema pembiayaan haji yang telah dijalani. Kesatisfaksian yang dirasakannya berasal dari keyakinan bahwa skema ini berhasil mengimplementasikan mekanisme pengumpulan dan pengembalian dana sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang mendasar. Perasaan ketaatan dan keamanan yang dihasilkan dari skema ini menciptakan lingkungan yang mendukung pelaksanaan kewajiban ibadah haji dengan baik.
Haji Yahya juga mencatat bahwa evaluasi terus dilakukan dan perbaikan berkelanjutan diimplementasikan. Pendekatan ini menunjukkan responsifitas terhadap dinamika yang terjadi dan komitmen untuk menjaga kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Tindakan evaluatif dan perbaikan yang dilakukan memberikan indikasi bahwa skema pembiayaan terus diperbarui dan ditingkatkan untuk memenuhi harapan dan kebutuhan jamaah haji.
Meski merasa puas, Haji Yahya turut memahami kekhawatiran beberapa jamaah haji terkait transparansi pengelolaan dana dan distribusi manfaat. Keinginan untuk mendapatkan informasi yang lebih komprehensif mengenai investasi dana haji dan pengelolaannya menjadi sorotan utama. Ini mencerminkan dorongan untuk meningkatkan kepercayaan jamaah haji melalui pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana dana haji mereka diinvestasikan.
Dalam menghadapi kekhawatiran ini, Haji Yahya berharap ada peningkatan transparansi melalui penyediaan informasi yang lebih terinci dan mudah diakses. Peningkatan pemahaman tentang proses investasi diharapkan dapat menjadi kunci untuk membangun kepercayaan terhadap skema pembiayaan. Dorongan untuk transparansi ini menunjukkan keinginan untuk terlibat secara aktif dalam proses dan memahami dampak finansial dari partisipasi dalam skema pembiayaan haji.
Terakhir, Haji Yahya juga mengakui pentingnya distribusi manfaat yang adil. Upaya untuk memastikan distribusi manfaat yang merata tanpa adanya ketidaksetaraan yang tidak adil di antara peserta dianggap sebagai aspek krusial. Keadilan dalam distribusi manfaat menjadi fokusnya, mengindikasikan kepedulian terhadap kesejahteraan dan pengalaman seluruh peserta dalam program pembiayaan haji.
Fahruddin Lubis, sebagai calon jamaah haji tahun 2024, menyampaikan harapannya dengan sikap positif terhadap skema pembiayaan haji yang akan diikuti. Beliau mencerminkan keyakinan bahwa skema ini mendasarkan operasionalnya pada prinsip-prinsip syariah, yang menguatkan komitmennya terhadap prinsip keuangan syariah yang dipegang teguh oleh program tersebut. Dengan harapan positif ini, Fahruddin Lubis menantikan pengalaman yang sejalan dengan nilai-nilai syariah dalam aspek keuangan.
Menyadari bahwa skema pembiayaan diarahkan untuk menciptakan rasa keamanan dan ketaatan, Fahruddin Lubis mengekspresikan harapannya agar mekanisme pengumpulan dan pengembalian dana tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Kepercayaan Fahruddin pada keberlanjutan perbaikan diimplementasikan mengindikasikan harapannya bahwa skema ini tidak hanya memberikan rasa keamanan, tetapi juga tetap mengikuti standar-prinsip syariah yang ketat.
Fahruddin Lubis juga mencermati kekhawatiran sebagian jamaah haji terkait transparansi pengelolaan dana dan distribusi manfaat. Pemahaman akan pentingnya informasi yang komprehensif mengenai investasi dana haji dan pengelolaannya menjadi bagian dari kepeduliannya. Dengan menyoroti aspek ini, Fahruddin Lubis menunjukkan kesadaran akan peran transparansi dalam meningkatkan kepercayaan dan keakraban dengan skema pembiayaan.
Dalam menghadapi kekhawatiran jamaah haji, Fahruddin Lubis berharap adanya peningkatan transparansi melalui penyediaan informasi yang lebih terinci dan mudah diakses. Pemahaman yang lebih baik tentang proses investasi dipandang sebagai kunci untuk meningkatkan kepercayaan dan keakraban dengan skema pembiayaan. Harapannya ini mencerminkan dorongan untuk terlibat aktif dalam proses pembiayaan haji dan mengambil keputusan finansial yang lebih cerdas.
Terakhir, Fahruddin Lubis juga menekankan keadilan dalam distribusi manfaat sebagai prioritas utama. Harapannya adalah agar skema ini dapat memastikan bahwa manfaat yang diperoleh dari program pembiayaan haji didistribusikan secara merata, tanpa adanya ketidaksetaraan yang tidak adil. Dorongan untuk keadilan distribusi manfaat menegaskan perhatiannya terhadap kesejahteraan seluruh peserta program pembiayaan haji.
Analisis hasil penelitian menunjukkan bahwa BPKH dengan komitmen yang kuat terhadap prinsip-prinsip keuangan syariah dalam skema pembiayaan haji. Skema ini memperlihatkan keseriusan dalam mematuhi larangan riba atau bunga, yang merupakan prinsip utama dalam keuangan syariah. Mekanisme pengumpulan dan pengembalian dana diarahkan sesuai dengan prinsip syariah, menciptakan rasa keamanan dan ketaatan bagi jamaah haji. Evaluasi berkelanjutan dan perbaikan aktif mencerminkan responsifitas terhadap dinamika pelaksanaan skema pembiayaan.
Meskipun mayoritas jamaah haji merasa puas, terdapat kekhawatiran terkait transparansi pengelolaan dana dan distribusi manfaat. BPKH memberikan respons positif dengan mengakui pentingnya memberikan informasi yang lebih komprehensif mengenai investasi dana haji. Komitmen untuk meningkatkan transparansi, termasuk penyediaan informasi terinci dan mudah diakses, diumumkan sebagai langkah penting. Kesadaran akan pentingnya distribusi manfaat yang adil juga ditunjukkan, menekankan kebutuhan untuk mengatasi ketidaksetaraan yang mungkin timbul di antara peserta.
Haji Yahya, sebagai eks jamaah haji, menyampaikan kepuasannya terhadap skema pembiayaan haji yang dijalani. Evaluasi dan perbaikan berkelanjutan menunjukkan responsifitas terhadap kebutuhan dan harapan jamaah haji. Meskipun puas, Haji Yahya memahami kekhawatiran jamaah haji terkait transparansi dan menyuarakan kebutuhan akan informasi lebih komprehensif. Permintaan untuk peningkatan transparansi dan pemahaman lebih baik tentang proses investasi mencerminkan keinginan untuk terlibat aktif dalam program pembiayaan haji.
Fahruddin Lubis, sebagai calon jamaah haji tahun 2024, membawa harapan positif terhadap skema pembiayaan haji yang akan diikuti. Keyakinan bahwa skema ini mendasarkan operasionalnya pada prinsip-prinsip syariah menunjukkan komitmen terhadap prinsip keuangan syariah. Harapannya agar mekanisme pengumpulan dan pengembalian dana tetap sesuai dengan prinsip syariah mencerminkan kepercayaan pada keberlanjutan perbaikan diimplementasikan.
Fahruddin Lubis juga mencermati kekhawatiran jamaah haji terkait transparansi dan mengungkapkan keinginan untuk informasi lebih terinci. Harapannya untuk peningkatan transparansi dan pemahaman yang lebih baik tentang proses investasi menunjukkan dorongan untuk partisipasi aktif dan pengambilan keputusan finansial yang cerdas. Penekanan pada keadilan dalam distribusi manfaat juga dinyatakan sebagai prioritas utama, menunjukkan perhatian terhadap kesejahteraan seluruh peserta program pembiayaan haji.

E. Penutup
Dari temuan dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa skema pembiayaan haji BPKH telah menunjukkan komitmen yang kuat terhadap prinsip-prinsip keuangan syariah. Program ini secara aktif mengakomodasi larangan riba atau bunga, yang merupakan prinsip utama dalam keuangan syariah, dengan mengarahkan mekanisme pengumpulan dan pengembalian dana sesuai dengan prinsip syariah. Meskipun demikian, evaluasi dan perbaikan terus dilakukan untuk memastikan kesesuaian optimal dengan prinsip-prinsip keuangan syariah.
Ketiga pemangku kepentingan utama, yaitu BPKH, MUI Kota Medan, dan Kemenag Kota Medan, menunjukkan sikap positif terhadap skema pembiayaan ini. BPKH menekankan komitmen tinggi terhadap prinsip-prinsip keuangan syariah dan terus melakukan evaluasi serta perbaikan. MUI Kota Medan memberikan dukungan terhadap pendekatan yang berlandaskan pada nilai-nilai Islam, sementara Kemenag Kota Medan menilai positif kehati-hatian dalam memilih investasi syariah.
Hasil wawancara dengan Jamaah Haji di Kota Medan menunjukkan adanya variabilitas dalam persepsi mereka terhadap skema pembiayaan. Mayoritas peserta merasa puas dengan mekanisme pengumpulan dan pengembalian dana yang dianggap sesuai dengan prinsip syariah. Meskipun begitu, terdapat kekhawatiran terkait transparansi pengelolaan dana dan distribusi manfaat, yang menjadi fokus perhatian.
Kesimpulan dari analisis adalah bahwa skema pembiayaan haji BPKH telah mencapai sejumlah pencapaian positif dalam mematuhi prinsip-prinsip keuangan syariah. Pimpinan dan lembaga terkait menunjukkan komitmen untuk terus memperbaiki program ini guna memastikan kesesuaian dan keadilan yang optimal. Meskipun demikian, tantangan terkait transparansi dan distribusi manfaat perlu diatasi secara lebih intensif untuk meningkatkan kepercayaan dan keakraban peserta terhadap skema pembiayaan ini. Evaluasi dan perbaikan berkelanjutan harus menjadi bagian integral dari rencana aksi ke depan, dengan fokus pada transparansi, distribusi manfaat yang merata, dan pemahaman yang lebih baik dari peserta terhadap aspek-aspek syariah dalam program pembiayaan haji.
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